PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55813

Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006
Posel : setda@gunungkidulkab.go.id, Laman : setda.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 060/110/2019
TENTANG

PETA PROSES BISNIS PADA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi
instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat
ukuran dan tepat proses diperlukan penataan
ketatalaksanaan; dan

bahwa agar penataan ketatalaksanaan
sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana,
berdaya guna dan berhasil guna perlu menyusun
peta proses bisnis pada Sekretariat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang
Peta Proses Bisnis pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari
hal Pembentukan Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis pada
Instansi Pemerintah;


mailto:setda@gunungkidulkab.go.id

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2019;

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Peta proses bisnis pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Sekretaris Daerah Nomor 060/069 tentang Tata
Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Gunungkidul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
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DRAJAD RUSWANDONO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

NOMOR

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
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:> Mewujudkan Gunungkidul sebagai tujuan wisata yang berkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,
maju, mandiri dan sejahtera tahun 2021
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1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good goverment)
:> 2. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif
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@ ::> 1. Mewujudkan Kebijakan Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik
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@ :> 1. Pertumbuhan ekonomi meningkat
2. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah meningkat
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C. Nilai IKM Kabupaten \
2. Nilai IKM PD
|:> 3. Persentase laporan, keuangan bulanan, semesteran dan tahunan
4. Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan RENSTRA PD terhadap RPjMD
5. Nilai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
C. Angka pertumbuhan ekonomi /




Sasaran OPD ::>

Indikator Sasaran
OoPD

Program PD ::>
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Pertumbuhan ekonomi meningkat

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah meningkat

Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meningkat

Nilai AKIP Pemerintahan Daerah meningkat

Pertumbuhan ekonomi meningkat
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Nilai IKM Kabupaten
Nilai IKM PD
Persentase laporan, keuangan bulanan, semesteran dan tahunan

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan RENSTRA PD terhadap RPjMD

Nilai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Angka pertumbuhan ekonomi
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Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
Program pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik
Program penyelenggaraan pemerintahan daerah
Program optimalisasoi akuntabilitas kinerja pemerintahan
Program peningkatan kerjasama antar pemerintahan daerah
Program pembinaan wilayah
Program peningkatan kesejahteraan rakyat
Program peningkatran pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Program penataan Peraturan Perundang-undangan
. Program analisis kebijakan pembangunan
. Program peningkatan perekonomian dan SDA
. Program pelayanan adminstrasi perkantoran
. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
. Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur
. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah
. Program penignkatan kualitas perencanaan




TABEL INSTRUMEN

No Proses Jenis Proses Kode Sub Proses
1) 2 3) 4)
1. | Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Utama SET.01
2. | Program pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik Utama SET.02
3. | Program penyelenggaraan pemerintahan daerah Utama SET.03
4. | Program optimalisasoi akuntabilitas kinerja pemerintahan Utama SET.04
5. | Program peningkatan kerjasama antar pemerintahan daerah Utama SET.05
6 | Program pembinaan wilayah Utama SET.06
7 | Program peningkatan kesejahteraan rakyat Utama SET.07
8 | Program peningkatran pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Utama SET.08
9 | Program penataan Peraturan Perundang-undangan Utama SET.09
10. | Program analisis kebijakan pembangunan Utama SET.10
11. | Program peningkatan perekonomian dan SDA Utama SET.11
12. | Program pelayanan adminstrasi perkantoran Pendukung SET.12

13. | Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran Pendukung SET.13

14. | Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur Manajemen SET.14

15. | Program peningkatan kualitas pelayanan publik Manajemen SET.15

16. | Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah Manajemen SET.16

17. | Program penignkatan kualitas perencanaan Manajemen SET.17




PEMETAAN PROSES BISNIS
SASARAN 1
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MENINGKAT
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PETA SUB PROSES SET. 01
PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Pembagian wewenang,
tugas, dan fungsi OPD




PETA SUB PROSES SET. 02
PETA SUB PROSES PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pembagian wewenang, tugas,
dan fungsi OPD




PETA LINTAS FUNGSI SET. 01.01

SET. 01.01. Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 01.02

SET. 01.02. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 01.03

SET. 01.03. Perumusan kebijakan dan Pembinaan Ketatalaksanaan
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 01.04

SET. 01.04. Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kabupaten Gunungkidul
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 02.01

SET. 02.01. Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 02.02

SET. 02.02. Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal
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PETA PROSES BISNIS
SASARAN 4
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENINGKAT

- PROSES UTAMA -

LPPD,LKPJ, Ringkasan
LPPD
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Data dan informasi

Dukungan teknis dan regulasi

PAW

SET 12 SET 13 Dokumen PAW
PelayananAdministrasiPerkantoran PeningkatanSaranadanPrasarana
PROSES MANEJEMEN

Kebijakan/Regulasi

Regulasi,Kebijakan

Dukungan manajemen din pengawasan




PETA SUB PROSES SET. 03
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH




PETA SUB SUB PROSES SET. 03.01
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH




PETA LINTAS FUNGSI 03.01.01

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

SET. 03.01.01 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI 03.01.02
PENYELENGGARAAN PENGAMANAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU

SET. 03.01.02 Penyelenggaraan Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
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PETA LINTAS FUNGSI 03.01.03

SET. 03.01.03 Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
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PETA LINTAS FUNGSI 03.02
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

SET. 03.02 EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
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PEMETAAN PROSES BISNIS
SASARAN 5
NILAI AKIP PEMERINTAH DAERAH MENINGKAT

Data,informasi,

Propemperda,
rancangan produk
hukum, konsultasi
,sistem informas,
LKJIP PD

Usulan/saran

Dukungan mana&emen dan pengawsan

Aspirasi, LK

Regulasi,
Kebijakan

PROSES UTAMA

SET 12 SET 13
Pelayanan Administrasi Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Perkantoran

PROSES MANAJEMEN

Regulasi/kerjasama
daerah pembinaan,
fasilitasi, sosialisasio,
pelaporan

Regulasi, kerjasama daerah,
peningkatan akuntabilitas kinerja
pemerintah

Kunker,audiensi
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PETA SUB PROSES SET. 04

OPTIMALISASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

PROSES MANAJEMEN

Kerjasama daerah

Penegasan batas wilayah

Regulasi, kebijakan

Audiensi dan kunjungan kerja

Regulasi, kebijakan




PETA SUB PROSES SET. 05
PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Road Map RB, Sistem Informasi

Regulasi, kebijakan

Penegasan batas wilayah

Regulasi, kebijakan

PROSES MANAJEMEN

Audiensi dan kunjungan kerja




Sistem informasi, road map RB

PETA SUB PROSES SET. 06
PEMBINAAN WILAYAH

PROSES PENDUKUNG

Kerjasama daerah

Audiensi, kunjungan kerja
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Regulasi, kebijakan

Regulasi




PETA SUB PROSES SET. 07
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sistem Informasi, Road Map RB
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Hasil Keriasama Daerah

Regulasi, Kebijakan

Penegasan hatas wilavah

Audiensi, kunjungan kerja




PETA SUB PROSES SET. 08
PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH

Kerjasama daerah

Sistem informasi

Penegasan batas wilayah

Regulasi / kebijakan

Regulasi / Kebijakan




PETA SUB PROSES SET. 09
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sistem informasi

Masukan/usulan

Regulasi / kebijakan
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Penegasan batas wilayah

Audiensi dan Kunker




PETA LINTAS FUNGSI SET.04.01
PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

SET. 04.01 Pelaksanaan Sistem Akuntabiitas Kinerja Pemerintah Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI SET.04.02

PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

SET.

04.02. Perumusan Kebijakan dan Penerapan Kebijakan Reformasi Birokasi
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PETA LINTAS FUNGSI SET.04.03
IMPLEMENTASI BUDAYA PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SET.

04.03. Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul
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PETA LINTAS FUNGSI SET.05.01
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA WAJIB

SET. 05.01. Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Kerjasama Wajib
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PETA LINTAS FUNGSI SET.05.02
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA SUKARELA

SET. 05.02. Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Kerjasama Sukarela
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 06.01

PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PERBATASAN

SET. 06.01. Perumusan Kebijakan dan Penanganan Permasalahan Perbatasan
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 06.02
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN TOPONIMI DAN PENETAPAN WILAYAH

SET. 06.02. Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Toponimi dan Penetapan Wilayah
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PETA LINTAS FUNGSI SET.07.01

PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SET. 07.01. Perumusan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 07.02
PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, AGAMA DAN KEBUDAYAAN

SET. 07.02. Perumusan Kebijakan di bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Agama dan Kebudayaan
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 07.03
PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SET. 07.03. Perumusan Kebijakan di bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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AUDIENSI DAN PENERIMAAN TAMU DAERAH

PETA LINTAS FUNGSI SET. 08.01

SET. 08.01. Audiensi dan Penerimaan Tamu Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 08.02
PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL

SET. 08.02. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 08.03

PENDAMPINGAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

SET. 08.03. Pendampingan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 09.01
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SET. 09.01 Penataan Peraturan Perundang-Undangan
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PETA LINTAS FUNGSI SET 09.02
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SET. 09.02 Dokumentasi dan Publikasi Perundang-Undangan

:E, s Penyusunan
X
E < Lembaran
- i Daerah dan
.g_cg Berita Daerah >
g Dokumentasi
Peraturan

iy Perundang- Publikasi dan
é‘c—é Undangan Sosialisasi
E % Peraturan
S8 .| Perundang-
& »

undangan

Masyarakat




PETA LINTAS FUNGSI SET 09.03
KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

SET. 09.03 Konsultasi dan Bantuan Hukum
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PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN 6

SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKAT
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PETA SUB PROSES SET. 10
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Regulasi/kebijakan




PETA SUB PROSES SET. 11
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Regulasi / kebijakan




Penyusunan
Perbup
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 10.01
PERUMUSAN KEBIJAKAN,KOORDINASI,EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 10.02
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SET. 10.02 Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 10.03
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SET. 10.03 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 10.04

PERUMUSAN KEBIJAKAN, KOORDINASI, MONITORING,EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

SET. 10.04 Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Masyarakat

Pengajuan
Permohonan
Proposal

Bag
Administrasi
Pembangunan

Perangkat
Daerah

Rapat
Koordina
Si

A 4

Monev

v

Laporan
Monev

Y

Penggandaan
, Distribusi




PETA LINTAS FUNGSI SET. 10.05
PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

SET. 10.05 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 10.06

PEMBINAAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

SET. 10.06 Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 11.01
PERUMUSAN KEBIJAKAN INDUSTRI DAN JASA SERTA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

SET. 11.01 Perumusan Kebijakan Industri dan Jasa serta Pengendalian Inflasi Daerah
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 11.02
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BUMD DAN BUKP

SET. 11.02 Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Pengelolaan BUMD dan BUKP
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 11.03
PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM

SET. 11.03 Perumusan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Alam
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 11.04
PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN

SET. 11.04 Perumusan Kebijakan di Bidang Pertanian dan Kelautan
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PETA LINTAS FUNGSI SET. 11.05
PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH

SET. 11.05 Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Daerah
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